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i KATA PENGANTAR 

 KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, 

sehingga proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) ini 

telah selesai.  

 

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran 

Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan 

Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Penutup. 

 

Kami berharap dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat 

bermanfaat sebagai acuan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam 

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2025. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak 

dalam seluruh proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 

2025 ini. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

 

 

Serang,     Juli 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran 

dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 

prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RKPD dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran 

tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. 

Pentahapan upaya pencapaian target pembangunan lima tahunan 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–

2026. 

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026 

sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Serang  Tahun 2021-2026, bahwasannya 

visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RKPD ini berpedoman 

pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026. Visi 

pembangunan Kabupaten Serang yaitu Terwujudnya Kabupaten Serang 

Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis dengan 6 

(enam) misi pembangunan meliputi: 

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan 

jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi 

budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah 

masyarakat. 



R K P D  2 0 2 5   |Bab_I. 2 

 

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan  

terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional. 

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan 

Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas. 

4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, 

untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan 

kemiskinan. 

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan 

Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, 

Kompeten Dan Profesional. 

6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral 

Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan 

Bernegara. 

 

Untuk menjabarkan pencapaian misi RPJMD Tahun 2021-2026, 

kebijakan  pembangunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 

dirumuskan untuk menangani permasalahan dan isu strategis 

penyelenggaraan daerah pada tahun 2025. Permasalahan yang akan 

ditangani adalah permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan serta hasil identifikasi permasalahan 

penyelenggaraan urusan. Sementara itu, isu strategis yang akan diacu 

dalam perumusan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah: 

a. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum 

merata. 

b. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang 

terjadi di tengah- tengah masyarakat serta belum meratanya 

akses dan layanan kesehatan yang berkualitas. 

c. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah 

dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang. 

d. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah 

masyarakat, terutama 

terkait dengan tingginya angka pengangguran. 

e. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten 

Serang terutama pada 
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Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai 

tingkatan pada standar yang baik. 

f. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang 

secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif 

dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal. 

g. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan 

ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

h. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan). 

i. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik 

yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan 

belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama 

terkait dengan persoalan penanganan pencemaran 

lingkungan dan limbah. 

j. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan 

permukiman dan perumahan yang belum memenuhi 

persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak 

layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan. 

k. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada 

Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan 

pembangunan. 

l. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama 

di masyarakat masih kurang memadai. 

 

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 ini memperhatikan 

beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional (SPPN),  Undang-Undang 

Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-

aturan lainnya yang masih berlaku. 

Dinamika pembangunan yang terjadi pada tahun 2024 masih 

mempengaruhi penyusunan RKPD Tahun 2025, yaitu pasca Pelaksanaan 

Pemilihan Umum serentak yang merupakan pelaksanaan amanat 

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati 

dan Walikota.  

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan 

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025, adalah resesi ekonomi dunia yang 

secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia 

yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Serang, sebagai akibat 

lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023. 

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. RKPD merupakan  dokumen yang secara substansial menjabarkan 

RPJMD Tahun 2021-2026; 

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, 

terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada; 

3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Serang dalam 

menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu 

anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam 

mewujudkan kebijakan money follow program, yang selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan APBD; 

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat 

diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah hingga tahun berkenaan; dan 



R K P D  2 0 2 5   |Bab_I. 5 

 

5. RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai dokumen acuan 

penyusunan Renja PD Tahun 2025 dan sekaligus menjadi instrumen 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 

2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 

2017 sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.1, terdiri atas:  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 

2017 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan RKPD yang terdiri dari : 

a. Persiapan penyusunan; 

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 

c. Penyusunan Rancangan RKPD: 

d. Pelaksanaan Musrenbang: 

e. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan 

f. Penetapan RKPD 
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1.2. DASAR HUKUM 

Selain berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman 

penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Serang 

Tahun 2025 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 

2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6802); 

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); 

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 
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14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia; 

17. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

19. Peraturan Presiden RI Nomor 128 Tahun 2022 tentang 

Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 212); 

20. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan  Kemiskinan Ekstrem; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  dan  Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 
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tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan 

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; 

26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-

2026; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Serang  Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 

29. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

30. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Serang. 
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1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Untuk mewujudkan suatu dokumen  perencanaan  pembangunan  

daerah yang merupakan satu kesatuan utuh dengan sistem perencanaan 

pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Banten, maka 

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disinergikan dan memperhatikan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Banten 

Tahun 2025. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 

dengan  dokumen  perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem 

perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 

dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran 

Sumber: UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara 

Dari gambar diatas dapat dilihat keterkaitan antara satu dokumen 

dengan dokumen perencanaan lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan 

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 
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RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran 

operasional atas RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025  yang  

dituangkan  di dalam RKPD tahun 2025 berpedoman pada arah 

kebijakan  tahun  2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026, 

sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Hubungan RKPD Kabupaten Serang  Tahun 2025 dengan 

RPJMD Tahun 2021-2026 

 
No 

Arah Kebijakan dan Prioritas 
Pembangunan dalam RPJMD 
Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 

 
No. 

Arah Kebijakan dan Prioritas 
Pembangunan dalam RKPD 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

 Tema: 

Terwujudnya Kabupaten Serang 

Yang Semakin Maju, Sejahtera, 

Berkeadilan dan Agamis 

 Tema: 

Satu dasawarsa pembangunan 

mantap dan berkelanjutan 

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan bagi masyarakat 

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan bagi masyarakat 

2 Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat 

2 Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat 

3 Pengembangan infrastruktur dasar 

daerah dan pembangunan pusat 

pemerintahan kabupaten Serang yang 

sesuai dengan kapasitas anggaran 

daerah 

3 Pengembangan infrastruktur dasar 

daerah dan pembangunan pusat 

pemerintahan kabupaten Serang 

yang sesuai dengan kapasitas 

anggaran 

daerah 

4 Percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui berbagai program 

yang salah satunya melakukan 

penurunan angka pengangguran 

4 Percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui berbagai 

program yang salah satunya 

melakukan penurunan angka 

pengangguran 

5 Penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

5 Penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik 
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No 

Arah Kebijakan dan Prioritas 
Pembangunan dalam RPJMD 
Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 

 
No. 

Arah Kebijakan dan Prioritas 
Pembangunan dalam RKPD 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

6 Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

berbasis potensi lokal yang lebih 

mengutamakan sektor Pariwisata, 

Pertanian dan UMKM  serta potensi - 

potensi yang berhubungan dengan 

pengembangan industri kreatif yang 

berada ditengah-tengah masyarakat 

6 Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat berbasis potensi lokal 

yang lebih mengutamakan sektor 

Pariwisata, Pertanian dan UMKM  

serta potensi  potensi yang 

perhubungan dengan 

pengembangan industri kreatif yang 

berada ditengah-tengah masyarakat 

7 Peningkatan ketentraman, keamanan 

dan ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat 

7 Peningkatan ketentraman, 

keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat 

8 Pemerataan pembangunan antar 

wilayah (kecamatan) 

8 Pemerataan pembangunan antar 

wilayah (kecamatan) 

9 Pelindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang lebih 

difocuskan kepada Penanganan 

pencemaran lingkungan dan limbah 

9 Pelindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang lebih 

difocuskan kepada Penanganan 

pencemaran lingkungan dan limbah 

10 Peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman dan perumahan yang 

lebih difokuskan kepada pembangunan 

rumah tidak layak huni, sanitasi 

lingkungan dan pengelolaan 

persampahan secara menyeluruh 

10 Peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman dan perumahan yang 

lebih difokuskan kepada 

pembangunan rumah tidak layak 

huni, sanitasi lingkungan dan 

pengelolaan persampahan secara 

menyeluruh 

11 Peningkatan kemampuan fiskal daerah 

untuk pendanaan pembangunan 

11 Peningkatan kemampuan fiskal 

daerah untuk pendanaan 

pembangunan 

12 Pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran agama di 

masyarakat masih kurang memadai 

12 Pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran agama di 

masyarakat masih kurang memadai 

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun 2024 
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b. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang  Tahun  2025  

dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 

Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 dengan 

RKPD Provinsi Banten tahun 2025 dipetakan dalam sinergitas 

dan penyelarasan prioritas pembangunan daerah yang 

tertuang dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan 

RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana diuraikan 

dalam sandingan prioritas pembangunan daerah di bawah ini.  

 

Tabel 1.2. Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan 

RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 

No 
Prioritas Pembangunan Provinsi 

Banten Tahun 2025 
No. 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

 Tema: 

Pembangunan kolaboratif yang 

inklusif untuk memperkokoh 

masyarakat Banten yang moderen 

dalam rangka mencapai Banten 

yang sejahtera, mandiri dan berdaya 

saing 

 Tema: 

Satu dasawarsa pembangunan 

mantap dan berkelanjutan 

1 Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia 

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan bagi masyarakat 

  2 Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat 

  12 Peningkatan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan 

ajaran agama di masyarakat 

3 Meningkatkan pengelolaan lingkungan 

hidup untuk mendukung pembangunan 

yang berkelanjutan 

3 Pengembangan infrastruktur dasar 

daerah dan pembangunan pusat 

pemerintahan kabupaten Serang 

yang sesuai dengan kapasitas 
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No 
Prioritas Pembangunan Provinsi 

Banten Tahun 2025 
No. 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

anggaran daerah 

  8 Pemerataan pembangunan antar 

wilayah (kecamatan) 

  9 Pelindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang lebih 

difocuskan kepada Penanganan 

pencemaran lingkungan dan 

limbah 

  10 Peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman dan perumahan 

yang lebih difokuskan kepada 

pembangunan rumah tidak layak 

huni, sanitasi lingkungan dan 

pengelolaan persampahan secara 

menyeluruh 

2 Meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan kualitas 

pertumbuhan ekonomi 

4 Percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui berbagai 

program yang salah satunya 

melakukan penurunan angka 

pengangguran 

  6 Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat berbasis potensi lokal 

yang lebih mengutamakan sektor 

Pariwisata, Pertanian dan UMKM 

serta potensi – potensi yang 

berhubungan dengan 

pengembangan industri kreatif 

yang berada ditengah - tengah 

masyarakat 

4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih dan berwibawa. 

5 Penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik 
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No 
Prioritas Pembangunan Provinsi 

Banten Tahun 2025 
No. 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

  7 Peningkatan ketentraman, 

keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat 

  11 Peningkatan kemampuan fiskal 

daerah untuk pendanaan 

pembangunan 

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun 

 

c. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan   

RKP Tahun 2025 

Sinergitas antara RKPD Kabupaten Serang  Tahun  2025  dan  

RKP Tahun 2025 melalui penyelarasan prioritas pembangunan 

Daerah Kabupaten Serang dengan prioritas pembangunan 

nasional. Keselarasan ini akan diacu dalam program dan 

kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. 

Sehubungan RKP Tahun 2025 belum ditetapkan, sehingga 

penyelarasan prioritas pembangunan dilakukan terhadap 

Rancangan RKP Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam 

Tabel berikut. 

 

Tabel 1.3. Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan 

RKP Tahun 2025 

No 
Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2025 
No 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

 Tema: 

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 

yang Inklusif dan Berkelanjutan 

 Tema: 

Satu dasawarsa 

pembangunan mantap dan 

berkelanjutan 

1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, 

Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

12 Peningkatan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan 

ajaran agama di masyarakat 
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No 
Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2025 
No 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

2 Memantapkan Sistem Pertahanan 

Keamanan Negara Dan Mendorong 

Kemandirian Bangsa Melalui 

Swasembada Pangan, Energi, Air, 

Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, 

Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru 

6 Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat berbasis potensi lokal 

yang lebih mengutamakan sektor 

Pariwisata, Pertanian dan UMKM 

serta potensi – potensi yang 

berhubungan dengan 

pengembangan industri kreatif 

yang berada ditengah - tengah 

masyarakat 

3 Melanjutkan Pengembangan 

Infrastruktur Dan Meningkatkan 

Lapangan Kerja Yang Berkualitas, 

Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif serta 

Mengembangkan Agromaritim Industri 

Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif 

Koperasi 

3 Pengembangan infrastruktur dasar 

daerah dan pembangunan pusat 

pemerintahan kabupaten Serang 

yang sesuai dengan kapasitas 

anggaran daerah 

  6 Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat berbasis potensi lokal 

yang lebih mengutamakan sektor 

Pariwisata, Pertanian dan UMKM 

serta potensi – potensi yang 

berhubungan dengan 

pengembangan industri kreatif 

yang berada ditengah - tengah 

masyarakat 

4 Memperkuat Pembangunan Sumber 

Daya Manusia (SDM), Sains, 

Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, 

Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, 

Serta Penguatan Peran Perempuan, 

Pemuda (Generasi Milenial Dan 

1 Peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan bagi masyarakat 
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No 
Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2025 
No 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

Generasi Z) Dan Penyandang 

Disabilitas 

  2 Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat 

5 Melanjutkan Hilirisasi Dan 

Mengembangkan Industri Berbasis 

Sumber Daya Alam Untuk 

Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam 

Negeri 

4 Percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui berbagai 

program yang salah 

satunya melakukan penurunan 

angka pengangguran 

  11 Peningkatan kemampuan fiskal 

daerah untuk pendanaan 

pembangunan 

6 Membangun Dari Desa Dan Dari 

Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, 

Pemerataan Ekonomi, Dan 

Pemberantasan Kemiskinan 

8 Pemerataan pembangunan antar 

wilayah (kecamatan) 

7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, 

Dan Birokrasi, Serta Memperkuat 

Pencegahan Dan Pemberantasan 

Korupsi, Narkoba, Judi Dan 

Penyelundupan 

5 Penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

  7 Peningkatan ketentraman, 

keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat 

8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan 

Yang Harmonis Dengan Lingkungan, 

Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan 

Toleransi Antarumat Beragama Untuk 

Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan 

Makmur 

12 Peningkatan pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan 

ajaran agama di masyarakat 

  9 Pelindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang lebih 
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No 
Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2025 
No 

Prioritas Pembangunan 
Kabupaten Serang Tahun 2025 

difocuskan kepada 

Penanganan pencemaran 

lingkungan dan limbah 

  10 Peningkatan kualitas lingkungan 

permukiman dan perumahan yang 

lebih difokuskan kepada 

pembangunan rumah tidak layak 

huni, sanitasi lingkungan 

dan pengelolaan persampahan 

secara menyeluruh 

 

 

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun 2023 

d. Hubungan Antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan 

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan hasil 

penyempurnaan dari Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 

2025.  Setelah  Rancangan Akhir RKPD ditetapkan menjadi 

RKPD maka selanjutnya akan menjadi acuan penetapan RENJA 

Perangkat Daerah. 

 

e. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan 

Dokumen Penganggaran 

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 menjadi acuan 

Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Serang Tahun 2025 yang 

akan disampaikan ke DPRD 

untuk selanjutnya dibahas hingga menjadi APBD Kabupaten 

Serang Tahun 2025. Dalam pembahasan dengan DPRD, 

dimungkinkan terjadi perubahan kerangka pendanaan program 

dan kegiatan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan antara 

Pemerintah Kabupaten Serang dengan DPRD. 
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 atau Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk jangka waktu satu 

tahun yaitu tahun 2025. Penyusunan RKPD memiliki beberapa maksud 

dan tujuan, di antaranya: 

1. Merumuskan Rencana Pembangunan Tahunan: RKPD 

berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam 

merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan 

pembangunan selama satu tahun. 

2. Mengakomodasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan: 

Dokumen ini membantu mengintegrasikan berbagai kebijakan, 

prioritas, dan program pembangunan yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah). 

3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan: RKPD 

bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan 

pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. 

4. Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat: RKPD membantu 

dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan 

daerah dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 

yang tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah). 

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Penyusunan RKPD juga 

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan 

menilai kinerja pemerintah daerah. 

6. Partisipasi Masyarakat: RKPD mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, 

sehingga program dan kegiatan yang disusun lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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7. Dasar Penyusunan Rancangan APBD: RKPD menjadi dasar 

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen keuangan 

tahunan daerah. 

Dengan demikian, RKPD adalah instrumen penting dalam proses 

perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan 

pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada 

kepentingan masyarakat 

Selain itu, penyusunan RKPD secara spesifik memiliki tujuan dan 

sasaran yang jelas untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah 

secara efektif dan efisien. Berikut adalah tujuan dan sasaran penyusunan 

RKPD: 

A. Tujuan Penyusunan RKPD 

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi: 

Menyusun rencana pembangunan tahunan yang 

konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

2. Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber 

Daya: 

Mengarahkan alokasi sumber daya (keuangan, 

manusia, dan lainnya) secara optimal untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

3. Menyelaraskan Kebijakan dan Program: 

Mengintegrasikan kebijakan dan program 

pembangunan daerah dengan kebijakan dan program 

pembangunan nasional. 

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat: 

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan 

pembangunan. 

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: 

Memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan dilakukan secara terbuka dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. 

B. Sasaran Penyusunan RKPD 

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas: 

Menghasilkan RKPD yang komprehensif, realistis, 

dan dapat dilaksanakan. 

2. Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 

Tahunan: 

Menyediakan panduan bagi satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pembangunan. 

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: 

Menyusun program dan kegiatan yang berfokus pada 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

4. Pencapaian Target Pembangunan yang Terukur: 

Menetapkan indikator kinerja utama dan target yang 

jelas untuk setiap program dan kegiatan. 

5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: 

Mendorong sinergi dan koordinasi antar instansi 

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat. 

6. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: 

Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 

 

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, RKPD diharapkan 

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pembangunan 

daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan 

 

 

 

 

 

 

 



R K P D  2 0 2 5   |Bab_I. 22 

 

 

1.5. SISTEMATIKA  DOKUMEN  RANWAL RKPD 

Mengacu pada Pasal 79 ayat 2 Permendagri Nomor 86 tahun 

2017, sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten 

Serang Tahun 2025 sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini memuat kondisi umum daerah,  Evaluasi Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan 

Realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah, dan 

isu strategis pembangunan daerah. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan 

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator 

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan 

dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam 

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan 

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis 

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan 

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi 

permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan 

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 
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BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) 

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 

Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili 

aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian 

kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir 

tahun perencanaan. 

 

BAB VII PENUTUP 
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2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH 

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 

Secara astronomis Kabupaten Serang terletak diantara 5°50’ dan 6°21’ lintang 

selatan, serta 105°0’ dan 106°22’ bujur timur dan memiliki letak geografis yang 

berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa.  

Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat 

antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya 

berjarak ± 70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah 

penyangga Ibukota Negara.  

Namun sejalan dengan waktu, Kabupaten Serang selanjutnya dimekarkan 

menjadi tiga wilayah otonom yakni, Kota Cilegon yang disahkan oleh Undang- 

undang Nomor 15 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999, Kabupaten Serang dan 

Kota Serang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten 

Serang maka secara otomatis luas wilayah administrasinya pun berkurang menjadi 

sebesar 1.467,35 Km2. 

2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administratif 

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Banten dengan luas wilayah kurang lebih 1.467,35 km2. Luas 

wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 

111,47 km2 dan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung yang 

memiliki luas wilayah sebesar 25,18 km2. 

Dengan perkembangan terkini mulai dari pemekaran Kota Serang, 

pemekaran kecamatan dan pemekaran desa di Kabupaten Serang maka secara 

administratif, Kabupaten Serang terdiri dari: 

• 29 Kecamatan, yang masing-masing dikepalai seorang Camat. 

• 326 Desa, yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Desa. 

Berikut ini nama kecamatan, luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Serang 

dalam Tahun 2023. 
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Tabel 2.1 

Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Serang 

Tahun 2023 

 

No Kecamatan 
Luas Area Jumlah 

Desa Km2 % 

1 Cinangka 111.47 7.60 14 

2 Padarincang 99.12 6.76 14 

3 Ciomas 48.53 3.31 11 

4 Pabuaran 79.14 5.39 8 

5 Gunungsari 48.60 3.31 7 

6 Baros 44.07 3.00 14 

7 Petir 46.94 3.20 15 

8 Tunjung Teja 39.52 2.69 9 

9 Cikeusal 88.25 6.01 17 

10 Pamarayan 41.92 2.86 10 

11 Bandung 25.18 1.72 8 

12 Jawilan 38.95 2.65 9 

13 Kopo 44.69 3.05 10 

14 Cikande 50.53 3.44 13 

15 Kibin 33.51 2.28 9 

16 Kragilan 36.33 2.48 12 

17 Waringinkurung 51.29 3.50 11 

18 Mancak 74.03 5.05 14 

19 Anyar 56.81 3.87 12 

20 Bojonegara 30.30 2.06 11 

21 Pulo Ampel 32.56 2.22 9 

22 Kramatwatu 48.59 3.31 15 

23 Ciruas 34.49 2.35 15 

24 Pontang 58.09 3.96 11 

25 Lebak Wangi 31.71 2.16 10 

26 Carenang 32.80 2.24 8 

27 Binuang 26.17 1.78 7 

28 Tirtayasa 64.46 4.39 14 

29 Tanara 49.30 3.36 9 

Kabupaten Serang 1467.35 100.00 326 

Sumber: Disdukcapil Tahun 2023 
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Gambar 2.1 

Wilayah Administratif Kabupaten Serang 
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2.1.3. Letak dan Kondisi Geografis 

 

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 50 50’ - 

60 21’ Lintang Selatan dan 1050 0’ - 1060 22’ Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut 

garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari barat 

ke timur sekitar 90 Km, dengan luas wilayah 1.467,35 Km2 dan berbatasan langsung 

dengan wilayah/daerah lain yaitu sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa dan Kota Serang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Tangerang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang 

Sebelah Barat  : Kota Cilegon dan Selat Sunda 

 

Secara letak geografis, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat 

potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar wilayah 

Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta - Merak yang 

merupakan akses utama dari dan menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan 

Penyeberangan Merak, menjadikan Kabupaten Serang sebagai wilayah transit 

perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Disamping itu, 

Kabupaten Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota 

Negara, mengingat jaraknya jika diukur melalui jalan Tol Jakarta - Merak hanya 

sekitar 70 Km. 

 

2.1.4. Kondisi Morfologi dan Topografi 

 

Kabupaten Serang memiliki bentang alam yang beragam dari mulai dataran 

hingga perbukitan terjal. Ditinjau dari satuan morfologi daratan, Kabupaten Serang 

berada dalam ketinggian 0 - 1.778 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan pada 

umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang. Pada 

umumnya (> 97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian rata-rata 

25,66 mdpl. Ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai 

Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda dan ketinggian 1778 mdpl terdapat 

di kaki Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Pandeglang.  



R K P D  2 0 2 5   |Bab_II. 5 

 

 

 Luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat ini terbagi menjadi 6 

(enam) kelompok, yaitu sebagai berikut: 

Ketinggian tempat 0 - 3  meter, dpl  =  14.437 Ha  (9,56%) 

Ketinggian tempat 3 - 25  meter, dpl  =  51.692 Ha  (34,22%) 

Ketinggian tempat 25 - 100 meter, dpl  =  51.101 Ha  (33,83%) 

Ketinggian tempat 10 - 500  meter, dpl  =  31.191 Ha  (20,65%) 

Ketinggian tempat 500 - 1000 meter, dpl =  2.060 Ha  (1,36%) 

Ketinggian tempat >1000  meter, dpl  = 590  Ha  (0,39%) 

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling 

besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran 

sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran 

dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, 

dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, 

Cinangka, hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah. 

Pulau yang berada di wilayah perairan Kabupaten Serang yang tercatat 

sebanyak 17 pulau. Adapun pulau-pulau di Kabupaten Serang adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 

Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang 

 

No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

1 Pulau 

Sangiang 

(Sanghyan

g) 

106050’00”- 

105051’51” 

-6 BT dan 

05059’00”L

S Desa 

Cikoneng 

Kecamatan 

Anyar  

Bergunung, 

berbatuan 

volkanik, 

pantai 

berpasir, 

0-100 m dpl. 

Kebun kelapa 

dan semak 

450 ha, 

mangrove 

200 ha, 

perumahan 

dan fasum 40 

ha, dan 

sisanya 

hamparan 

pasir. 

Kapal dari 

pelabuhan 

Anyar ± 1,5 

jam, 11 km dari 

kecamatan dan 

43 km dari 

Ibukota 

Propinsi 

845,5 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

2 Pulau 

Salira 

1060 03’ 

41” - 106o 

03’ 37” BT 

dan 050 53’ 

14” - 050 

53’ 17” LS 

Desa 

Mangunrejo 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

Relatif datar 

0-2 m dpl 

Berawa  Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 2 

jam, 12 km dari 

Kecamatan 

dan 34 km dari 

Ibukota 

Kabupaten 

1,875 

3 Pulau Kali  

utara 

1060 05’ 

21” - 1060 

05’ 51” BT 

dan 050 53’ 

51” - 050 

53’ 58” LS 

Desa Pulau 

Ampel 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

Relatif datar 

0-3 m dpl 

Berawa  Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 2 

jam  

3  

4 Pulau Kalih 

Selatan 

3,5 

5 Pulau 

Tarahan 

1060 06’ 

47” - 1060  

07’ 00” BT 

dan 050 56’ 

48” - 050 

57’ 05” LS 

Desa Marga 

Giri 

Kecamatan 

Bojonegara 

Datar 0-5 m 

dpl,  

Berbukit 

rendah, 

berbatuan 

volkanik 

Berawa  Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Grenyang/ 

Teratai ± 0,5 

jam dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 

1,5 jam dan 

4,25 km dari 

Kecamatan 26 

km dari kantor 

11,87

5 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 

6 Pulau 

Kemanisan 

1060 06’ 

16” - 1060  

06’ 29” BT 

dan 050 58’ 

01” - 050 

58’ 12” LS 

Desa 

Bojonegara 

Kecamatan 

Bojonegara 

Datar 0-5 m 

dpl,  

Berbukit 

rendah, 

berbatuan 

volkanik 

Berawa Kapal dari 

pelabuhan Ikan 

Grenyang/ 

Teratai ± 0,5 

jam dan dari 

Pelabuhan 

ikan 

Karangantu ± 

1,5 jam dan 

1,5 km dari 

kecamatan dan 

23,5 km dari 

kantor 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 

7,5 

 

 

 

 

 

 

  

7 Pulau 

Cikantung 

1060 06’ 

22” - 1060  

06’ 30” BT 

dan 050 57’ 

47” - 050 

57’ 50” LS 

Desa 

Bojonegara 

Kecamatan 

Bojonegara 

Datar 0-5 m 

dpl, 

Berbukit 

rendah, 

berbatuan 

volkanik 

Berawa Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Grenyang/ 

Teratai 20 

menit dan dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu 

±1,15 jam dan 

24,5 km dari 

kantor 

Kabupaten/ 

1,25 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

Ibukota 

Propinsi 

8 Pulau 

Panjang 

1060 08’ 

18” - 1060  

10’ 10” BT 

dan 050 55’ 

08” - 050 

56’ 41” LS 

Desa Pulau 

Panjang 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

Relatif datar 

0-4 m dpl 

Kebun kelapa 

& semak 

belukar 400 

ha, hutan 

mangrove 

100 ha, 

perumahan 

dan fasum 

100 ha, rawa-

rawa dan 

pertambakan 

135 ha 

Dari 

Bojonegara 30 

menit, 16 km 

dari 

Kecamatan, 22 

km dari Ibukota 

Propinsi 

502 

 

 

 

  

9 Pulau 

Semut 

1060 10’ 

13” - 1060  

10’ 17” BT 

dan 050 56’ 

18” - 050 

55’ 22” LS 

Desa Pulau 

Panjang 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

Datar 0-0,5 m 

dpl  

Daerah 

Rawa-rawa 

mangrove 

Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu 

±1,5 jam dan 

14,5 km dari 

Kecamatan, 

20,5 km dari 

kantor 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 

1,875 

 

 

 

 

10 Pulau 

Kubur 

1060 8’ 50” 

- 1060  8’ 

59” BT dan 

050 58’ 55” 

- 050 59’ 

01” LS 

Relatif datar 

0-2 m dpl 

Daerah rawa-

rawa 

mangrove 

Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 

50 menit dan 

jarak dari 

kecamatan  8,8 

1,563 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

Desa Pulo 

Panjang 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

km, dari Kantor 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 13,8 

km, Ibukota 

negara 104,8 

km 

11 Pulau Lima 1060 09’ 

12” - 1060 

09’ 21” BT 

dan 060 10’ 

00” - 060 

00’ 00” LS 

Desa Pulo 

Panjang 

Kecamatan 

Pulo Ampel 

Relatif datar 

0-4 m dpl 

Rawa-rawa ± 

900 m2, 

perkebunan 

kelapa 1000 

m2  semak 

belukar ± 

8000 m2 , 

dan sisanya 

lahan 

mangrove 

Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 

0.5 jam dan 

jarak dari 

Kecamatan 9 

km, dari Kantor 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 15 km 

3,5 

12 Pulau 

Pisang 

1060 08’ 

45” - 1060 

08’ 56” BT 

dan 050 59’ 

45” - 050 

59’ 55” LS 

Desa Pulo 

Panjang 

Kecamatan  

Pulo Ampel 

Agak 

bergelomban

g, Berbukit 

rendah, 

berbatuan 

volkanik,0- 10 

m dpl, warna 

tanah 

kecoklatan 

Daratan 

bergelomban

g, semak 

belukar 

Kapal dari 

pelabuhan ikan 

Karangantu ± 

0,5 jam dan 

jarak dari 

Kecamatan 10 

km, dari kantor 

Kabupaten/ 

Ibukota 

Propinsi 16 km 

2,5 

13 Pulau 

Karang 

Cawene 

1050 51’ 

06” - 1050 

51’09” BT 

dan 060 08’ 

Pulau Karang 

Terjal 

Tidak memiliki 

vegetasi dan 

tidak 

berpenduduk 

Kapal dari 

pelabuhan 

Anyar 

4,38 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

14” - 060 

08’ 16” LS 

Desa 

Cinangka 

Kecamatan 

Cinangka 

14 Pulau 

Pamojan 

Besar 

1060 13’ 

10” - 1060 

12’ 42” BT 

dan 050 56’ 

40 - 050 56’ 

28” LS 

Desa 

Susukan 

Kec. 

Pontang 

Agak 

berbukit, 

Berbukit 

rendah, 

berbatuan 

volkanik, 0-15 

dpl tergolong 

lahan agak 

bergelomban

g 

Berawa, 20 % 

perkebunan 

kelapa dan 

semak 

belukar 

1 jam dari 

Pelabuhan 

Karangantu, 

17,5 km dari 

Kecamatan, 

37,5 km dari 

kantor Kab dan 

Ibukota 

Propinsi.  

15 

15 Pulau 

Pamojan 

Kecil 

1060 10’ 

15” - 1060 

10’ 17” BT 

dan 050 57’ 

47” - 050 

57’ 56” LS 

Desa 

Damas Kec. 

Pontang 

Datar 0-4 m 

dpl 

Berawa 1 jam 15 menit 

dari Pelabuhan 

Karangantu. 18 

km dari 

Kecamatan. 38 

km dari kantor 

Kabupaten dan 

Ibukota 

Propinsi. 

0,63 

16 Pulau 

Tunda  

1060 50’ 

00” - 1050 

51’ 51” BT 

dan 050 56’ 

15” - 050 

59’ 00” LS 

Relatif datar 

0-5 m dpl 

Perkebunan 

kelapa dan 

semak 

belukar (170 

ha), 

mangrove 

3 jam dari 

Pelabuh-an 

Karangantu, 

22,5 km dari 

Keca-

matan,42,5 km 

257,5 
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No. 
Nama 

Pulau 

Letak 

Geografis 
Topografi 

Kondisi 

Lahan 
Aksesabilitas 

Luas 

(Ha) 

Desa 

Wargasara 

Kecamatan 

Tirtayasa 

(30ha), 

pemukiman 

dan fasum 

(27ha) 

dari kantor 

Kabu-paten 

dan Ibukota 

Propinsi. 

17 Pulau 

Karang 

Parejakah 

1050 51’ 

06” - 1050 

51’09” BT 

dan 060 08’ 

16” - 060 

08’ 17” LS 

Desa 

Cinangka 

Kec.Cinang

ka 

Pulau Karang 

Terjal 

Tidak memiliki 

vegetasi dan 

tidak 

berpenduduk 

Kapal dari 

pelabuhan 

Anyar 

3,50 

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2032 

 

2.1.5. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi 

 

Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi di Kabupaten Serang ditandai dengan 

terdapatnya Daerah Aliran Sungai. Pengelolaan sungai mengatur adanya Wilayah 

Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik WS maupun DAS 

yang berada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di 

Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan 

pendek (panjang kurang dari 100 Km). Selain itu, terdapat DPS (Daerah Pengelolaan 

Sungai) yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan 

dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan 

pelaksanaan. Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu WS Ciujung 

– Cidanau – Cidurian dan WS Ciliman – Cibungur dengan beberapa DAS didalamnya. 

DAS tersebut terdiri dari sub-sub DAS. Sungai yang besar adalah Cidurian dan 

Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai 
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mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat Selat 

Sunda. Sebelah selatan terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, 

yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan 

sebagian ke barat menuju Selat Sunda. 

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar 

(sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan 

yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 

35% tersebut, sekitar 25% daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami 

pendataran sangat aktif (peneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir.  

Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu 

terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan 

Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah 

perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda 

terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang 

sangat sempit (1%). 

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata 

airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah 

dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan 

Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten 

Serang dengan Kabupaten Tangerang. 

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak 

sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai 

ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah 

dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Steel sebagai sumber air baku yang dialirkan dan 

ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng 

dan Sungai Cadas Gantung. 

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal 

dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal 

dari mata air yang cukup dan membentuk spring belt pada kaki Gunung Karang. 

Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola 

dendritik dan tidak pernah kering. Selain itu, kondisi hidrologi wilayah Kabupaten 

Serang ditandai dengan terdapatnya danau, rawa, situ atau waduk. Berikut ini 

diuraikan kondisi danau, rawa, situ atau waduk di Kabupaten Serang. 
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Tabel 2.3 

Daftar Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk  

di Kabupaten Serang 

 

No. Nama Perairan Lokasi (Desa/Kecamatan) Luas (Ha) 
Volume Air 

(1.000 m3) 

1 St. Belungun Cijeruk/ Kibin 2,5 75,5 

2 St. Ciherang Banjar Banjar/Cikande 5,3 156,0 

3 St. Teratai St. Teratai/Cikande 26,0 390,0 

4 Wd. Cikande Cikande/Cikande 4,0 254,0 

5 St. Cibiral Tanjungsari/Pabuaran 0,6 16,0 

6 St. Tasik Kardi Margasana/Kramatwatu 2,0 30,0 

7 Rw. Danau Cinangka/Padarincang 11,0 220,0 

8 St. Ranca Gede 

Jakung 

Babakan/Pamarayan 26,0 416,0 

9 Wd. Ciranjen Junti/Junti 3,0 286,0 

10 Wd. Cibulegar Cibulegar/Cibulegar 2,0 46,0 

11 Wd. Cipaseh Anyer/Anyer 4,3 7,1 

12 Wd. Citawing Cinangka/Cinangka 3,2 110,6 

13 Wd. Ciligawir Kadu Embe/Citasuk 3,2 480,0 

14 Wd. Ciujung Lama Pepetan/Pontang 60,0 1.300,0 

15 Wd. Lontar Lontar/Tirtayasa 6,9 412,0 

Keterangan : Rw = Rawa, St = Situ, Wd = Waduk 

Sumber: DPU Kabupaten Serang, Tahun 2023 

 

2.1.6. Kondisi Klimatologi 

 

Berdasarkan aspek klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Serang relatif 

serupa dengan kondisi iklim di Indonesia pada umumnya sedangkan menurut 

klasifikasi Koppen, iklim Kabupaten Serang terdiri dari beberapa klasifikasi, belahan 

utara Serang beriklim Monsun Tropis (Ama), belahan selatan Serang umumnya 

beriklim Hutan Hujan Tropis (Afa) dan sebagian beriklim Subtropis (Cfa). Dengan 

demikian belahan utara Serang mempunyai bulan kering selama satu bulan atau lebih 
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dalam setahun. Bagian selatan Serang umumnya tidak mempunyai bulan yang dapat 

dipastikan sebagai bulan kering. Pada bagian yang beriklim Cfa mempunyai 

karakteristik hujan yang serupa dengan daerah bagian selatan Serang.  

Keadaan iklim di Kabupaten Serang selama tahun 2022 tidak berbeda dari 

tahun-tahun sebelumnya. Suhu udara tercatat berkisar antara 20,4 hingga 35,6 

Celcius. Suhu terendah terjadi di bulan Juli dan tertinggi di bulan Februari. 

Kelembaban udara rata-rata di tahun 2023 adalah sebesar 80 %. Jumlah curah hujan 

tertinggi terjadi di bulan Maret dan terendah di bulan Juli, masing-masing sebesar 

289,0 mm dan 43,1 mm. 

Tabel 2.4 

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Maritim Serang, 

2022 

 

 

Bula

n 

Mont

h 

Suhu/Temperature (0C) Kelembaban/Humidity 

(%)  

Minimu

m 

Rata-

rata 

Averag

e 

Maksimu

m 

Maximu

m 

 

Minimu

m 

Rata-

rata 

Averag

e 

Maksimu

m 

Maximu

m 

(1

) 

(2

) 

(3

) 

(4

) 

(5

) 

(6

) 

(7

) Januari/January 21,

8 

27,

5 

35,

0 

45 80 97 

Februari/February 21,

4 

27,

1 

35,

6 

42 82 95 

Maret/March 22,

8 

27,

5 

34,

4 

54 81 98 

April/April 22,

9 

27,

9 

35,

4 

36 79 98 

Mei/May 22,

4 

27,

7 

35,

6 

45 83 99 

Juni/June 20,

6 

26,

7 

33,

7 

52 83 97 

Juli/July 20,

4 

27,

5 

33,

8 

50 80 97 

Agustus/August 22,

6 

27,

4 

33,

8 

51 80 96 

September/Septem

ber 

22,

4 

27,

5 

35,

0 

47 79 96 

Oktober/October 22,

8 

27,

5 

34,

8 

43 79 97 

November/Novemb

er 

23,

2 

27,

6 

35,

1 

47 79 98 

Desember/Decemb

er 

22,

4 

27,

3 

35,

2 

49 80 95 

Rata-rata/ Average 22,

1 

27,

4 

34,

7 

47 80 97 
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Bulan 

Month 

Rata-rata 

Average 

 

Kecepatan Angin (m/det)                                       

Tekanan Udara/ 
Wind Velocity (m/sec)                                

Atmospheric Pressure 

(mbar) 

Arah 

Directio

n 

Maksimu

m 

Maximum 

Ara

h 

Directio

n 

 

Minimu

m 

Maksimu

m 

Maximu

m 

(1

) 

(8

) 

(9

) 

(1

0) 

(1

1) 

(1

2) 

(1

3) 
Januari/January 2,0 Timur 18 Timur 1 007,6 1 011,2 

Februari/February 1,8 Timur 

Laut 

11 Tenggara 1 005,5 1 011,4 

Maret/March 2,2 Timur 10 Timur 

Laut 

1 005,7 1 010,8 

April/April 1,9 Utara 12 Utara 1 006,6 1 011,0 

Mei/May 1,4 Utara 10 Timur 1 006,9 1 010,8 

Juni/June 1,3 Utara 10 Utara 1 007,2 1 010,2 

Juli/July 1,6 Utara 8 Utara 1 007,1 1 011,5 

Agustus/August 1,5 Utara 10 Utara 1 007,3 1 011,6 

September/Septem

ber 

1,6 Utara 14 Utara 1 007,5 1 012,7 

Oktober/October 1,7 Utara 12 Utara 1 007,5 1 010,8 

November/Novemb

er 

2,4 Barat 12 Barat 1 007,0 1 011,3 

Desember/Decemb

er 

2,2 Barat 11 Barat 1 006,2 1 012,2 

Rata-rata/ Average 1,8 Utara 18 Timur 1 006,9 1 011,2 

 

 

Bulan 

Month 

 

Jumlah Curah 

Hujan Number of 

Precipitation 

(mm) 

Jumlah Hari 

Hujan 

(hari

) 

Number of 

Rainy Days 

(day

) 

 

Penyinaran 

Matahari 

Duration of 

Sunshine (%) 

(1

) 

(1

4) 

(1

5) 

(1

6) 
Januari/January 109,

1 

24 46 

Februari/February 12

1 

23 39 

Maret/March 28

9 

21 38 

April/April 184,

5 

20 62 

Mei/May 191,

6 

24 50 

Juni/June 114,

6 

22 51 

Juli/July 43,

1 

11 61 

Agustus/August 101,

1 

13 67 

September/Septem

ber 

56,

6 

16 56 

Oktober/October 200,

4 

19 41 

November/Novembe

r 

156,

7 

21 43 

Desember/Decembe

r 

152,

5 

21 36 

Rata-rata/Average 14

3 

 49 

Sumber : BPS Kabupaten Serang dalam Angka 2023 
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Menurut klasifikasi Mohr daerah serang memiliki 6 (enam) bulan basah 

(November-April) dan 6 (enam) bulan yang tidak termasuk bulan basah maupun 

bulan kering, yaitu bulan Mei hingga Oktober. Pada saat bulan basah, curah hujan 

melebihi laju penguapan. Pada bulan yang diguyur curah hujan antara 60 mm sampai 

100 mm terjadi keseimbangan antara curah hujan dan besar penguapan. Secara 

umum daerah Kabupaten Serang sebenarnya cukup memperoleh air dari hujan 

secara alami. Oleh karena itu dengan pengelolaan air-tanah-hutan yang baik dan 

benar serta sistem irigasi dan drainase yang baik dan tepat, maka daerah penduduk 

Kabupaten Serang secara umum sebenarnya dapat  memenuhi kebutuhan airnya 

sendiri. Adapun klasifikasi iklim Kabupaten Serang menurut klasifikasi Mohr adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan 

Menggunakan Cara Mohr (1933) 

 

Tipe Iklim Daerah Penyebaran (Kecamatan) 

B1 Padarincang 

C2 Cinangka, Kopo 

C3 Cikeusal,  

D1 Ciomas 

D2 Pabuaran, Pamarayan 

D3 Kragilan, Petir, Anyer  

E2 Waringin Kurung,  Mancak 

E3 Baros, Ciruas, Tirtayasa 

 

 

2.1.7. Kondisi Pemanfaatan Ruang 

A. Kondisi Penggunaan Lahan 

Secara umum penggunaan lahan Kabupaten Serang pada tahun 2023 

didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, 

dan perikanan dimana penggunaan lahannya hampir mencapai tiga perempat dari 

luas wiayah keseluruhan Kabupaten Serang.  
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B. Kawasan Lindung 

 

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah yang meliputi 

sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain 

sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu di 

wilayah Kecamatan Ciomas, Padarincang, Mancak, dan Kramatwatu. Sedangkan di 

wilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Adapun kawasan 

lindung memiliki persentase sebesar 11,63 % dari total luas lahan di Kabupaten 

Serang. Kawasan lindung ini mencakup hutan lindung,  cagar alam, daerah resapan 

(Catchment Area), lahan kritis hutan bakau, dan danau/situ. 

Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami 

penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 

sebesar 4.361,79 Ha, dari 17.906,61 Ha, menjadi 13.544,82 Ha. Kawasan hutan 

lindung berada pada 12 kecamatan, yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di 

Serang bagian Barat dan Serang bagian Selatan. Kawasan bendungan air irigasi 

yang berada pada Kecamatan Cikeusal yang dialirkan di kawasan pertanian. Berikut 

ini diuraikan mengenai kondisi kawasan hutan lindung di Kabupaten Serang. 

Tabel 2.6 

Luas Kawasan Hutan Lindung Menurut Lokasi Di Kabupaten Serang, 2023 

 

No Kawasan Hutan Luas (Ha) 
Persentase 

(%) 

1 Cagar Alam Rawa Danau 3.542,70 56.07 

2 Cagar Alam Tukung Gede Timur 406,70 6.44 

3 Cagar Alam Tukung Gede Barat 1.121,00 17.74 

4 Taman Wisata Alam Pulau Sangiang 528,15 8.36 

5 Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang 720,00 11.40 

Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Serang 6.318,55 100.00 

 

C. Bencana Alam 

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam 
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dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2015-2019 

yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Serang masuk dalam wilayah dengan risiko 

bencana tinggi. Ditinjau dari konteks regional Provinsi Banten, Kabupaten Serang 

berada pada peringkat 3 (tiga) dari 8 (delapan) kabupaten/kota dengan adanya 

potensi bencana yang ada. Walaupun demikian, seluruh kab/kota di Provinsi Banten 

masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Jenis bencana alam yang 

berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Serang meliputi: 

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi; 

b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi; 

c. Bencana Tsunami dengan tingkat risiko tinggi; 

d. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi; 

e. Benana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang; 

f. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat risiko tinggi; 

g. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan  

h. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko tinggi. 

 

Jika dihimpun berdasarkan indeks risiko bencana yang ada di Provinsi 

Banten, seluruh kabupaten memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Tingginya 

indeks risiko bencana tersebut menyebabkan diperlukan adanya penananganan 

khusus mengenai kebencanaan dan juga khususnya tentang mitigasi bencana. 

Berikut merupakan gambar 2.3 yang menunjukkan risiko bencana di tingkat provinsi. 

Sedangkan kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah 

mengalami bencana atau daerah dikategorikan mempunyai potensi terjadinya 

bencana. Beberapa wilayah di Kabupaten Serang yang berpotensi terkena bencana 

yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten 

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia – BNPB 2023 

a.  Banjir 

Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu 

hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak 

sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di 

daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, 

Beberapa kecamatan yang juga terkena banjir antara lain: Kecamatan 

Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Cikeusal, 

Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Petir. Penyebab banjir lainnya adalah 

terjadinya   sedimentasi/pendangkalan sungai sehingga menyebabkan 

sumbatan yang terjadi di wilayah muara Sungai Ciujung.  
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Sedangkan berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Serang, 

kecamatan yang ada pada daftar tertinggi memiliki potensi kerawanan terhadap 

banjir atau genangan adalah Kecamatan Tirtayasa (94,66 persen), Kecamatan 

Tanara (93,78 persen), Kecamatan Lebak Wangi (61,14 persen), dan 

Kecamatan Pamaarayan (58,23 persen) 

Gambar 2.3 Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Serang 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 

 

Berdasarkan peta tingkat kerawanan banjir pada gambar 2.4 Di atas, terlihat 

bahwa daerah yang berada di hilir atau dataran rendah merupakan daerah 

yang rawan banjir (berwarna coklat), karena adanya aliran air dari bagian hulu 

saat terjadi hujan dan juga hujan yang ada pada daerah rawan banjir tersebut. 

Hasil tersebut merupakan kajian dari KLHS RPJMD dengan cara overlay data 

mengenai curah hujan dan ketinggian daerah. Perlunya penanganan mengenai 

manajemen air pada daerah tersebut agar mengurangi genangan yang 

bertahan lebih dari 2 jam. 

b.   Gunung Api 

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang 

berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. 

Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada diwilayah 

pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu 

terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah 
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Serang bagian Selatan. Walaupun pada dasarnya Gunung Karang sudah tidak 

aktif namun kawasan disekitar lereng gunung tersebut tetap merupakan 

kawasan yang rawan bencana. 

c.   Tanah Longsor 

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariatif dari 

wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya 

bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor 

ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan 

yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian 

selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang 

meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. 

Selain itu juga dibeberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin 

Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor  

Kabupaten Serang 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 
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Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan gerakan tanah/longsor tertinggi 

berdasarkan hasil klasifikasi KLHS RPJMD yaitu pada Kecamatan Puloampel, 

Mancak, Baros, dan Ciomas. Persebaran tersebut dapat dilihat pada gambar 

peta 2. Di atas. Warna merah tua menandakan bahwa daerah tersebut memiliki 

kerawanan gerakan tanah/longsor yang tinggi. 

d.   Gempa Bumi 

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum 

dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) 

maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang 

merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama 

adalah wilayah Pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan Pesisir Selat 

Sunda). 

e.   Tsunami 

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah di 

kawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat 

yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini 

merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak 

pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung 

Anak Krakatau.  

Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan 

pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat 

kerawanannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi 

kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara. 
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Gambar 2.5 Tingkat Kerawanan Tsunami Kabupaten Serang 

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang 

 

Gambar 2.5 Memperlihatkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Serang 

terhadap tingkat kerawanan bencana tsunami ditunjukkan pada gambar 

berwarna coklat. Daerah dengan tingkat kerawanan tsunami paling tinggi yaitu 

Kecamatan Tirtayasa. Penanggulangan bencana dengan cara mitigasi 

diperlukan pada daerah yang dianggap rawan tersebut. 

 

Tabel 2.7.  Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kecamatan 

Banjir Kekeringan 

Longsor/ 

Pergerakan 

Tanah 

Cuaca 

Ekstrim 
Tsunami Musibah Umum Gempa 

27 Kec, yaitu : 

Kramatwatu, 

Waringinkurung, 

Bojonegara, 

Pulo Ampel, 

Ciruas, Kragilan, 

Pontang, 

Tirtayasa, 

Tanara, 

Cikande, Kibin, 

Carenang, 

Binuang, Petir, 

Tunjungteja, 

19 Kec, yaitu : 

Kramatwatu, 

Waringinkurung, 

Bojonegara, 

Kragilan, 

Pontang, 

Tirtayasa, 

Tanara, 

Cikande, Kibin, 

Carenang, 

Binuang, Petir, 

Tunjungteja, 

Ciomas, 

10 Kec, yaitu 

: 

Bojonegara, 

Kragilan, 

Petir, 

Ciomas, 

Pabuaran, 

Padarincang, 

Mancak, 

Gunungsari, 

Bandung, 

Lebak Wangi 

29 Kec, yaitu 

: Pulo Ampel, 

Ciruas, 

Kragilan, 

Pontang, 

Tirtayasa, 

Tanara, 

Cikande, 

Kibin, 

Carenang, 

Binuang, 

Petir, 

Tunjungteja, 

5 Kec, yaitu 

: 

Bojonegara, 

Tirtayasa, 

Tabara, 

Anyar, 

Anyar, 

Cinangka, 

Pulo Ampel 

10 Kec, yaitu : 

Cikande, Kibin, 

Carenang, 

Binuang, 

Cikeusal, 

Pamarayan,Kopo, 

Jawilan, 

Bandung, Lebak 

Wangi 

2 Kec, 

yaitu : 

Anyar, 

Cinangka 
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Banjir Kekeringan 

Longsor/ 

Pergerakan 

Tanah 

Cuaca 

Ekstrim 
Tsunami Musibah Umum Gempa 

Baros, Cikesal, 

Pamarayan, 

Kopo, Jawilan, 

Padarincang, 

Anyar, Mancak, 

Cinangka, 

Gunungsari, 

Bandung, Lebak 

Wangi 

 

Padarincang, 

Anyar, 

Cinangka, 

Bandung, Lebak 

Wangi 

Baros, 

Baros, 

Cikeusal, 

Pamarayan, 

Kopo, 

Jawilan, 

Ciomas, 

Pabuaran, 

Padarincang, 

Cinangka, 

Anyar, 

Mancak, 

Gunungsari, 

Bandung, 

Lebak wangi 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Tahun 2023 

 

2.1.8. Kondisi Demografi 

 

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar 

keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi 

penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi 

masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan 

kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki 

posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah 

faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya 

SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya 

pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Penduduk 

dibagi atas kelompok–kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi 

penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan 

penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, dan kelompok 

umur dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Serang, 2023 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Total (%) 

0-4 74.526 69.157 143.683 8,30 

5-9 86.634 81.142 167.776 9,70 

10-14 80.567 75.550 156.117 9,02 

15-19 49.583 49.858 99.441 5,75 

20-24 80.162 77.003 157.165 9,08 

25-29 80.769 73.630 154.339 8,92 

30-34 78.262 72.399 150.661 8,71 

35-39 74.890 69.459 144.349 8,34 

40-44 65.075 65.860 130.935 7,57 

45-49 56.521 58.200 114.721 6,63 

50-54 49.723 48.483 98.206 5,67 

55-59 37.745 37.524 75.269 4,35 

60-64 28.065 27.676 55.741 3,22 

65-69 18.247 18.044 36.291 2,10 

70-74 10.735 11.381 22..116 1,28 

75+ 10.114 13.548 23.662 1,37 

Jumlah 881.618 848.914 1.730.532 100,00 

             Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang, Semester II, Tahun 2023 

 

No. Wilayah Laki-laki Perempuan Jumlah % Penduduk 

1. Kramatwatu  53.041   51.090   104.131  6,02 

2. Waringinkurung  26.495   25.647   52.142  3,01 

3. Bojonegara  26.799   25.829   52.628  3,04 

4. Pulo Ampel  20.783   20.380   41.163  2,38 

5. Ciruas  43.806   42.804   86.610  5,00 

6. Kragilan  42.854   42.014   84.868  4,90 

7. Pontang  25.164   24.761   49.925  2,88 

8. Tirtayasa  25.799   25.138   50.937  2,94 
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No. Wilayah Laki-laki Perempuan Jumlah % Penduduk 

9. Tanara  23.238   22.841   46.079  2,66 

10. Cikande  59.501   58.023   117.524  6,79 

11. Kibin  31.215   30.882   62.097  3,59 

12. Carenang  21.205   21.046   42.251  2,44 

13. Binuang  17.325   16.974   34.299  1,98 

14. Petir  34.297   32.441   66.738  3,86 

15. Tunjung Teja  25.824   24.599   50.423  2,91 

16. Baros  32.992   30.700   63.692  3,68 

17. Cikeusal  41.781   41.072   82.853  4,79 

18. Pamarayan  33.441   31.440   64.881  3,75 

19. Kopo  29.952   27.903   57.855  3,34 

20. Jawilan  33.637   31.628   65.265  3,77 

21. Ciomas  24.183   22.688   46.871  2,71 

22. Pabuaran  24.504   23.171   47.675  2,75 

23. Padarincang  38.566   36.819   75.385  4,36 

24. Anyar  31.039   29.972   61.011  3,53 

25. Cinangka  32.461   30.969   63.430  3,67 

26. Mancak  26.870   24.856   51.726  2,99 

27. Gunungsari  13.252   12.475   25.727  1,49 

28. Bandung  20.751   20.159   40.910  2,36 

29. Lebak Wangi  20.843   20.593   41.436  2,39 

Kabupaten 881.618 848.914 1.730.532 100 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebesar 1.730.532 

jiwa, kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak yaitu mencapai 117.524 

jiwa atau sebesar 6,79 persen dari total penduduk Kabupaten Serang. Sedangkan 

kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 25.727 jiwa 

atau sebesar 1,49 persen dari total penduduk Kabupaten Serang. 
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Grafik 2.1 

Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2023 (dalam ribuan, jiwa) 

 

Sumber :   Disdukcapil  Kabupaten Serang Tahun 2023 

 

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Serang 

didominasi penduduk usia muda (expansive pyramid) yang menunjukkan tingkat 

kelahiran cukup tinggi. Tiga kelompok umur wanita paling banyak berada pada 

kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 77.003 jiwa dan kelompok umur 25-29 

tahun sebanyak 73.630 jiwa, diikuti kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 72.399 

jiwa. 

Implikasi dari struktur penduduk wanita muda adalah besarnya jumlah 

penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia subur wanita. Menurut 

WHO bahwa batas usia subur wanita adalah pada saat berusia 14-49 tahun. 

Sementara puncak masa subur dan kualitas terbaik wanita berada pada usia 20-30 

tahun. Biasanya, pada usia subur, wanita akan lebih mudah untuk hamil.  

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Laju 

Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, dan Kepadatan Penduduk 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2023 

No. Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 
% 

Pertumbuhan 

Penduduk 
2021-2022 

Luas Kepadatan 

Penduduk 
(jiwa/km2) (Jiwa) km2 % 

1 Cinangka 63.43 2.87 111,47 7,60 569,03 
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2 Padarincang 75.385 3.01 99,12 6,75 760,54 

3 Ciomas 46.871 3.44 48,53 3,31 965,81 

4 Pabuaran 47.675 3.31 79,14 5,39 602,41 

5 Gunungsari 25.727 2.60 48,60 3,31 529,36 

6 Baros 63.692 3.37 44,07 3,00 1.445,24 

7 Petir 66.738 2.46 46,96 3,20 1.421,16 

8 Tunjung Teja 50.423 2.44 39,52 2,69 1.275,88 

9 Cikeusal 82.853 2.33 88,25 6,01 938,84 

10 Pamarayan 64.881 3.28 41,92 2,86 1.547,73 

11 Bandung 40.91 3.25 25,18 1,72 1.624,70 

12 Jawilan 65.265 2.83 38,95 2,65 1.675,60 

13 Kopo 57.855 2.37 44,69 3,05 1.294,58 

14 Cikande 117.524 2.43 50,53 3,44 2.325,82 

15 Kibin 62.097 3.19 33,51 2,28 1.853,08 

16 Kragilan 84.868 2.56 36,33 2,48 2.336,03 

17 Waringinkurung 52.142 3.65 51,29 3,50 1.016,61 

18 Mancak 51.726 2.05 74,03 5,05 698,71 

19 Anyar 61.011 1.77 56,81 3,87 1.073,94 

20 Bojonegara 52.628 2.85 30,30 2,06 1.736,89 

21 Pulo Ampel 41.163 1.43 32,56 2,22 1.264,21 

22 Kramatwatu 104.131 2.30 48,59 3,31 2.143,05 

23 Ciruas 86.61 1.41 34,49 2,35 2.511,16 

24 Pontang 49.925 2.34 58,09 3,96 859,44 

25 Lebak Wangi 41.436 2.39 31,71 2,16 1.306,71 

26 Carenang 42.251 2.72 32,80 2,24 1.288,14 

27 Binuang 34.299 2.62 26,17 1,78 1.310,62 

28 Tirtayasa 50.937 2.47 64,46 4,39 790,21 

29 Tanara 46.079 3.21 49,30 3,36 934,66 

Jumlah 1.730.532 2.61 1.467,35 100 1.179,36 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 

 

Sedangkan rasio jenis kelamin menurut BPS adalah perbandingan antara 

banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu 

daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-

laki untuk 100 penduduk perempuan. 

Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Serang 

pada tahun 2023 adalah sebesar 104 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk 

perempuan di Kabupaten Serang terdapat 104 penduduk laki-laki. Kecamatan 
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dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Mancak dan yaitu sebesar 

108,83%, sedangkan rasio terkecil berada di Kecamatan Carenang dengan rasio 

sebesar 100,46%. 

Tabel 2.10 Kecamatan berdasarkan Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah 

dan Jumlah Desa Kabupaten Serang Tahun 2023 

No. Kecamatan 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Luas 
Jumlah 

Desa 

km2 %  

1 Cinangka 569,03 111,47 7,60 14 

2 Padarincang 760,54 99,12 6,75 14 

3 Ciomas 965,81 48,53 3,31 11 

4 Pabuaran 602,41 79,14 5,39 8 

5 Gunungsari 529,36 48,60 3,31 7 

6 Baros 1.445,24 44,07 3,00 14 

7 Petir 1.421,16 46,96 3,20 15 

8 Tunjung Teja 1.275,88 39,52 2,69 9 

9 Cikeusal 938,84 88,25 6,01 17 

10 Pamarayan 1.547,73 41,92 2,86 10 

11 Bandung 1.624,70 25,18 1,72 8 

12 Jawilan 1.675,60 38,95 2,65 9 

13 Kopo 1.294,58 44,69 3,05 10 

14 Cikande 2.325,82 50,53 3,44 13 

15 Kibin 1.853,08 33,51 2,28 9 

16 Kragilan 2.336,03 36,33 2,48 12 

17 Waringinkurung 1.016,61 51,29 3,50 11 

18 Mancak 698,71 74,03 5,05 14 

19 Anyar 1.073,94 56,81 3,87 12 

20 Bojonegara 1.736,89 30,30 2,06 11 

21 Pulo Ampel 1.264,21 32,56 2,22 9 

22 Kramatwatu 2.143,05 48,59 3,31 15 

23 Ciruas 2.511,16 34,49 2,35 15 

24 Pontang 859,44 58,09 3,96 11 

25 Lebak Wangi 1.306,71 31,71 2,16 10 

26 Carenang 1.288,14 32,80 2,24 8 

27 Binuang 1.310,62 26,17 1,78 7 

28 Tirtayasa 790,21 64,46 4,39 14 
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No. Kecamatan 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Luas 
Jumlah 

Desa 

km2 %  

29 Tanara 934,66 49,30 3,36 9 

Jumlah 1.179,36 1.467,35 100 326 

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024 

Kabupaten Serang membawahi 29 Kecamatan yang terdiri dari 326 Desa. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Serang sebesar 1.179 jiwa/km2, kecamatan 

Ciruas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduknya tertinggi yaitu 2.511 

jiwa/km2 sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah 

kecamatan Gunungsari sebesar 529 jiwa/km2. Kecamatan Cinangka merupakan 

kecamatan terluas yaitu mencapai 111,47 km2  atau sebesar 7,60 persen  dari  total  

wilayah  Kabupaten Serang. Sedangkan  kecamatan dengan  wilayah terkecil yaitu 

Kecamatan Bandung dengan luas 25,18 km3 atau sebesar 1,72 persen dari total 

wilayah Kabupaten Serang. Jika dilihat dari jumlah desanya, Kecamatan dengan 

jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Cikeusal yang membawahi 17 desa, 

sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecatam Binuang dan 

Kecamatan Gunungsari yaitu masing-masing membawahi 7 desa. Selain itu, di 

Kabupaten Serang juga terdapat beberapa pulau yang terletak di wilayah perairan, 

yakni tercatat sebanyak 17 pulau. Pulau yang besar diantaranya pulau Tunda di 

kecamatan Tirtayasa dan pulau Panjang di kecamatan Pulo Ampel. 

 

2.1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kependudukan oleh Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2023, jumlah penduduk 

Kabupaten Serang adalah sebesar 1.730.532 jiwa, dengan rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 2,61% per tahun selama kurun waktu 2021 – 2022. 

2021 = 1.668.093 

2022 = 1.711.653 

2023 = 1.730.532 
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Grafik 2.2 

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023 

 

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024 

 

2.1.10. Potensi Daerah 

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh 

masyarakat. Hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, 

rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota 

Jakarta. Kabupaten Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan 

kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-

bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memesok 

kebutuhan Jakarta. 

Industri di Kabupaten Serang terbagi 2 zona industri. Zona industri Serang 

Barat yang terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan 

luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan 

industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan. 

Untuk kawasan zona industri Serang timur terletak di kecamatan Cikande, 

Kibin, Kragilan dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 Ha. 
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